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Menyelidiki jalur pengaruh keadilan kebijakan Pajak
Penghasilan final terhadap kepatuhan sukarela pelaku Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, peneliti menempuh
penelitian kepustakaan berpendekatan kualitatif atas 46 rujukan
terbitan 2019-2026. Bukti terdahulu terbelah, sehingga pertanyaan
pokoknya bukan lagi seberapa kuat pengaruh keadilan, melainkan
mengapa hasil antarstudi berbeda-beda. Analisis isi induktif berikut
triangulasi sumber menopang pengolahan datanya. Pengodean
berlangsung ganda, yaitu menurut arah temuan sekaligus kedudukan
keadilan dalam model yang diuji. Hasilnya menunjukkan keadilan
pajak mencakup tiga sisi, yaitu pembagian beban, tata cara, serta
pelaksanaan. Pengujian pengaruh langsung terbelah, yaitu empat belas
kajian membuktikannya signifikan sedangkan lima lainnya tidak.
Pengujian jalur tak langsung justru bulat, sebab keempat kajian yang
menelaahnya seluruhnya membuktikannya, baik via perantara berupa
motivasi, kesadaran, dan kepercayaan, maupun sebagai penguat tarif
berikut modernisasi sistem. Perbedaan hasil antarstudi karenanya
bersumber dari kedudukan keadilan dalam model, bukan kerapuhan
pengaruhnya. Penguatan rasa adil perlu berjalan bersama penumbuhan
motivasi, kesadaran, serta kepercayaan wajib pajak.

Kata Kunci: Keadilan Pajak UMKM, Kepatuhan Wajib Pajak,
Mediasi, Moderasi, Jalur Tak Langsung, Tinjauan
Kepustakaan

ABSTRACT

Examining the pathways through which the fairness of
Indonesia’s final Income Tax policy shapes voluntary compliance
among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), the
researcher conducted a qualitative library research review of 46
sources published between 2019 and 2026. Prior evidence is divided,
so the central question is no longer how strongly fairness matters, but
why findings differ across studies. Inductive content analysis and
source triangulation underpinned the data processing. Each study was
double-coded, first by the direction of its finding and second by the
position fairness occupied in the tested model, whether as an
independent variable, a mediator, or a moderator. The findings show
that tax fairness comprises three dimensions. distributive, procedural,
and implementative. Tests of direct effects were split, with fourteen
studies reporting a significant influence and five reporting none. Tests
of indirect pathways, by contrast, were unanimous: all four studies
examining them confirmed the pathway, whether through mediators
such as motivation, awareness, and trust in government, or through
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fairness strengthening the effects of tax rates and administrative
modernization. Divergent findings therefore stem from the position
fairness occupies within a research model rather than from any
fragility of its influence. Strengthening perceived fairness must
proceed alongside building taxpayer motivation, awareness, and trust.

Key word: MSME Tax Fairness, Taxpayer Compliance, Mediation,
Moderation, Indirect Pathway, Literature Review
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PENDAHULUAN

Peneliti menyelidiki keadilan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) final atas Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM) di Indonesia berikut jalur pengaruhnya terhadap kepatuhan sukarela
subjeknya. UMKM menempati posisi penting dalam perekonomian nasional, terutama dari sisi
penyerapan tenaga kerja serta sumbangannya atas produk domestik bruto (Maretaniandini dkk., 2023).
Posisi tersebut menempatkan sektor ini sebagai basis penerimaan negara yang potensial, sehingga
kepatuhan para pelakunya menentukan keberlanjutan keuangan publik sekaligus keberlangsungan
usaha mereka sendiri. Pemerintah merespons kebutuhan tersebut via skema PPh final sebesar 0,5% dari
omzet bruto, yang tujuannya menyederhanakan administrasi agar pengusaha kecil terbebas dari
kerumitan pembukuan (Sabila & Furqon, 2020). Penyederhanaan administratif itu ternyata belum
melahirkan rasa adil di kalangan wajib pajak UMKM, sebab pengenaan tarif berbasis omzet
mengabaikan kemampuan ekonomi sebenarnya pelaku usaha bermargin laba tipis (Hanafi dkk., 2022).
Puluhan studi terdahulu memang telah menguji pertautan keadilan dan kepatuhan, tetapi hasilnya
terbelah (Anjelina dkk., 2023; Pramitha dkk., 2023). Sejumlah kajian membuktikan pengaruh yang
signifikan (Anwar dkk., 2024; Soda dkk., 2021; Viona dkk., 2026; Yuliani & Setyaningsih, 2020),
sedangkan sebagian lainnya justru tidak menemukannya (Annisa & Suparna Wijaya, 2024; Mayrena
dkk., 2026; Mu’arif & Lestari, 2023; Muniroh, 2023). Pertentangan tersebut belum pernah terjelaskan
secara menyeluruh, sehingga kesenjangan riset (research gap) tetap terbuka (Aini & Nurhayati, 2022).
Penyelidikan atas kesenjangan itu penting karena penerimaan negara dari sektor mikro bertumpu pada
kesediaan sukarela, bukan semata daya paksa sanksi administratif. Tiga pertanyaan memandu riset ini:
bagaimana konsepsi keadilan pajak diterapkan atas pelaku UMKM menurut literatur tersedia, seberapa
kuat persepsi tersebut membentuk kepatuhan wajib pajak, serta mengapa hasil antarstudi berbeda-beda.
Motivasi peneliti bersumber dari jarak antara rancangan aturan di atas kertas dan kenyataan kemampuan
pelaku usaha kecil, yang selama ini jarang terjembatani oleh riset kepustakaan berskala luas (Sofianti
& Sriyani, 2023). Oleh karena itu, peneliti memetakan serta mensintesiskan bukti lintas literatur untuk
menjawab ketiga pertanyaan tersebut secara menyeluruh.

Secara teoretis, riset ini bertumpu pada prinsip kemampuan membayar (ability to pay) serta teori
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atribusi sebagai dua kerangka penjelas yang saling melengkapi. Prinsip tersebut menuntut kesepadanan
beban pajak atas daya ekonomi setiap wajib pajak, sehingga aturan yang terasa adil mendorong
kepatuhan sukarela secara lebih mantap (Iskandar, 2026). Teori atribusi melengkapi penalaran itu
dengan pemetaan atas dua sumber persepsi wajib pajak (Maretaniandini dkk., 2023). Sumber internal
meliputi kesadaran serta pemahaman perpajakan, sedangkan pemicu eksternal berkaitan dengan rasa
adil atas sistem yang berlaku. Telaah hukum menegaskan PP Nomor 23 Tahun 2018 pada tataran
rancangan sudah memenuhi asas kesamaan, kepastian, kesenangan, berikut efisiensi pemungutan
(Suasa dkk., 2021). Kajian bersudut Rawlsian menambahkan catatan penting, yaitu ketimpangan akses
digital, literasi pajak, serta kapasitas administrasi tetap menghambat perwujudan keadilan yang nyata
(Al Huda & Furqon, 2026). Sintesis kepustakaan lain memilah keadilan ke dalam tiga sisi, dan
menemukan ketiganya secara kokoh membangun kepercayaan sekaligus motivasi sukarela (Nursadiyah
dkk., 2026). Bukti empiris atas pertautan keadilan dan kepatuhan justru terbelah. Empat belas kajian
membuktikan pengaruh langsung yang signifikan (Anwar dkk., 2024; Farida & Irawati, 2023; Gunaasih
& Zendrato, 2022; Puteri dkk., 2024; Stevanny & Prayudi, 2021; selengkapnya pada Tabel 1),
sedangkan lima lainnya tidak (Annisa & Suparna Wijaya, 2024; Mayrena dkk., 2026; Mu’arif & Lestari,
2023; Muniroh, 2023; Wardani & Lestari, 2022). Petunjuk penjelas muncul dari kajian yang menguji
jalur tak langsung, yaitu keadilan sebagai penguat tarif berikut modernisasi sistem (Thahir dkk., 2021),
serta keadilan yang bekerja lewat perantara berupa kepercayaan (Zainudin dkk., 2022), motivasi
(Wardani & Lestari, 2022), dan kesadaran (Wulanningrat & Rachmawati, 2023). Berpijak pada pola
tersebut, peneliti mengharapkan tiga hal. Pertama, ketiga sisi keadilan, yaitu pembagian beban
(distributif), tata cara (prosedural), serta pelaksanaan (implementatif), muncul konsisten pada seluruh
literatur terkaji. Kedua, pengaruh langsung keadilan atas kepatuhan bersifat goyah antarwilayah.
Ketiga, jalur tak langsung, baik lewat perantara maupun sebagai penguat, justru terbukti jauh lebih

mantap.

Menginvestigasi ketiga pola harapan tersebut, peneliti menempuh pendekatan kualitatif berjenis
penelitian kepustakaan (library research), yaitu prosedur riset yang menekankan penelusuran,
pembacaan, pencatatan, serta pengolahan bahan tertulis tanpa pengumpulan data lapangan (Hamzah &
Akbar, 2020). Pilihan itu berpijak pada sifat topik kajian ini yang konseptual, sehingga pemahaman
mendalam terbangun via sintesis berbagai sumber ilmiah, bukan hasil pengukuran angka antarvariabel.
Bahan kajian bersumber dari data sekunder berupa jurnal ilmiah nasional serta internasional, buku
referensi, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen kebijakan resmi perpajakan UMKM (Sari dkk.,
2026). Prosedur pengumpulannya berlangsung dalam tiga tahap, yaitu identifikasi sumber berdasarkan
kesesuaian tema, seleksi literatur menurut kriteria inklusi, serta dokumentasi dan kodifikasi data agar
penelusuran ulang berjalan mudah saat analisis. Kriteria inklusi mencakup tiga saringan, yaitu

kemutakhiran terbitan pada rentang tujuh tahun terakhir, kredibilitas penerbit berupa jurnal terindeks
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maupun lembaga resmi negara, serta kesesuaian tema atas pokok bahasan keadilan pajak dan kepatuhan
pelaku UMKM. Tiga kajian berpopulasi wajib pajak orang pribadi umum dari penelitian Mayrena dkk.,
(2026); Rosmawati, (2021); dan Zainudin dkk., (2022), peneliti pertahankan sebagai pembanding
konteks, bukan sebagai bukti langsung atas perilaku UMKM. Analisis isi induktif (inductive content
analysis) kemudian menarik pola, tema, berikut keterkaitan gagasan langsung dari korpus literatur,
tanpa kerangka kategori yang ditetapkan lebih dahulu. Triangulasi sumber menjaga keabsahan simpulan

via konfirmasi silang antarliteratur, sehingga temuan akhir terhindar dari bias tunggal.

Peneliti menemukan dukungan atas ketiga pola harapan tersebut. Pertama, keadilan pajak terbukti
mencakup tiga sisi sekaligus pada seluruh wilayah kajian, terlepas dari ragam aturan setempat (Al Huda
& Furqon, 2026; Nursadiyah dkk., 2026; Suasa dkk., 2021). Kedua, pengaruh langsungnya memang
goyah. Empat belas kajian membuktikannya signifikan, sedangkan lima kajian lain tidak, walaupun
keduanya sama-sama memakai rancangan kuantitatif berbasis kuesioner. Ketiga, jalur tak langsung
justru mantap. Keempat kajian yang mengujinya seluruhnya menemukan jalur itu terbukti, yaitu
keadilan sebagai penguat tarif serta modernisasi sistem (Thahir dkk., 2021), dan keadilan yang bekerja
lewat kepercayaan (Zainudin dkk., 2022), motivasi (Wardani & Lestari, 2022), berikut kesadaran
(Wulanningrat & Rachmawati, 2023). Pola empat berbanding nol itu berlawanan tajam dengan pola
empat belas berbanding lima pada pengujian langsung. Kekokohan pola inilah yang menempatkan
perbedaan hasil antarstudi sebagai akibat kedudukan keadilan dalam model, bukan sebagai tanda
pengaruh keadilan yang rapuh. Mutu layanan otoritas juga berperan ganda serupa. Fungsi
penjembatannya tidak terbukti (Farida & Irawati, 2023), sedangkan daya penguatnya terdukung pada
kajian berskala besar (Ristiyana dkk., 2024). Secara keseluruhan, keterkaitan antara keadilan pajak dan
kepatuhan UMKM tidak berjalan lurus sederhana, sebab jaringan faktor internal serta eksternalnya

saling memengaruhi secara timbal balik.

Selain itu, studi ini berkontribusi pada penyatuan literatur perpajakan UMKM yang selama ini
terpecah menjadi pengujian sebagian-sebagian antarvariabel. Kajian peneliti termasuk sedikit di antara
riset yang menempatkan keadilan sebagai pokok bahasan utama, bukan sekadar variabel pelengkap di
samping sanksi ataupun pengetahuan perpajakan (Aini & Nurhayati, 2022). Sumbangan terpentingnya
berupa penjelasan atas pertentangan hasil yang selama ini dibiarkan menggantung, yaitu perbedaan
kedudukan keadilan dalam model penelitian. Peneliti juga mempertautkan prinsip kemampuan
membayar (ability to pay) serta teori atribusi ke dalam satu kerangka penjelas tunggal, sehingga
perilaku kepatuhan pelaku usaha kecil ternalar utuh, bukan sepotong-sepotong. Sintesis dua puluh satu
kajian lintas wilayah ini memperkuat klaim tentang keberlakuan luas keadilan pajak sebagai penentu
kepatuhan, bukan gejala setempat semata (Sofianti & Sriyani, 2023). Bagi pengembangan teori, temuan
tersebut menegaskan kelayakan keadilan pelaksanaan untuk berdiri sejajar dengan dua sisi lainnya,

karena kesiapan lembaga menentukan nasib akhir sebuah aturan.
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Studi ini berkontribusi pada perancangan kebijakan pajak yang menanggapi keadaan nyata pelaku
usaha berskala mikro. Peneliti menyediakan peta bukti bagi otoritas perpajakan tentang titik ungkit
terkuat dalam peningkatan kepatuhan sukarela, yaitu penguatan kemampuan menyusun laporan
keuangan, optimalisasi digitalisasi layanan, serta evaluasi berkala atas tarif berbasis daya ekonomi
(Dananjoyo, 2026). Temuan ini sekaligus menyanggah anggapan tentang kecukupan penyederhanaan
administrasi semata. Kemudahan prosedur tanpa kesepadanan beban justru melahirkan rasa tidak adil
baru di kalangan pengusaha bermargin tipis (Hanafi dkk., 2022). Pesan praktis terpentingnya, penguatan
rasa adil perlu berjalan bersama penumbuhan motivasi, kesadaran, berikut kepercayaan wajib pajak,
sebab ketiganya menjadi jalan tempuh pengaruh keadilan menuju kepatuhan. Bagi akademisi serta
pengambil kebijakan, kajian ini menyediakan dasar argumentasi untuk perancangan skema pemajakan

berkeadilan sekaligus penjagaan daya saing sektor UMKM.

Sisa tulisan ini tersusun ke dalam empat bagian. Bagian kedua memaparkan metode penelitian,
yang mencakup jenis pendekatan, sumber data sekunder, prosedur pengumpulan berikut kriteria
inklusinya, serta teknik analisis isi beserta triangulasinya. Bagian ketiga menyajikan hasil dan
pembahasan ke dalam tiga sub-bahasan, yaitu konsepsi serta penerapan keadilan pajak atas UMKM,
sebaran pengaruh langsung persepsi keadilan terhadap kepatuhan, dan jalur tak langsung berikut faktor
pemoderasinya, yang dilengkapi tabel ringkasan dua puluh satu penelitian terdahulu. Bagian keempat
memuat kesimpulan berikut kontribusi, implikasi teoretis dan praktis, rekomendasi bagi riset
selanjutnya, serta keterbatasan kajian ini. Bagian kelima menghimpun daftar pustaka sebagai penutup

keseluruhan tulisan.

METODE PENELITIAN

Riset ini berjenis penelitian kepustakaan (/ibrary research) dengan pendekatan kualitatif, yaitu
prosedur ilmiah yang menekankan penelusuran, pembacaan, pencatatan, serta pengolahan bahan tertulis
tanpa keharusan pengumpulan data lapangan (Hamzah & Akbar, 2020). Kraus dkk. (2022) menegaskan
kedudukan tinjauan literatur sebagai studi mandiri, bukan sekadar bagian pelengkap sebuah riset
empiris. Pemilihan pendekatan tersebut berpijak pada sifat topik kajian ini yang konseptual, sehingga
pemahaman mendalam terbangun via sintesis berbagai sumber ilmiah, bukan hasil pengukuran angka
antarvariabel. Al-Maghrebi dkk. (2022) membuktikan produktivitas jalan sintesis semacam ini di ranah
perpajakan, yang telaah sistematisnya atas 66 studi berhasil memetakan interaksi antarfaktor penentu

kepatuhan.

Sumber data bersifat sekunder, meliputi jurnal ilmiah nasional serta internasional, buku referensi,
hasil penelitian terdahulu, dan dokumen kebijakan resmi perpajakan UMKM (Sari dkk., 2026).
Prosedur pengumpulannya berlangsung dalam tiga tahap, yaitu identifikasi sumber berdasarkan

kesesuaian tema, seleksi literatur menurut kriteria inklusi, serta dokumentasi dan kodifikasi data agar
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penelusuran ulang berjalan mudah saat analisis. Kriteria inklusi mencakup tiga saringan, yaitu
kemutakhiran terbitan pada rentang tujuh tahun terakhir, kredibilitas penerbit berupa jurnal terindeks
maupun lembaga resmi negara, serta kesesuaian tema atas pokok bahasan keadilan pajak dan kepatuhan
pelaku UMKM. Ketiga saringan itu menyetarakan mutu bahan kajian, sehingga variasi temuan
antarstudi berakar pada perbedaan wilayah, bukan ketimpangan mutu rujukan. Tiga kajian berpopulasi
wajib pajak orang pribadi umum (Mayrena dkk., 2026; Rosmawati, 2021; Zainudin dkk., 2022) peneliti
pertahankan secara sadar sebagai pembanding konteks, dan kedudukannya dinyatakan terbuka pada
Tabel 1 agar pembaca tidak menyamakannya dengan bukti perilaku UMKM. Alur identifikasi,
penyaringan, berikut penetapan kelayakan itu mengikuti semangat pelaporan terbuka sebagaimana

anjuran Page dkk. (2021), yang menuntut kejelasan atas alasan pemilihan tiap sumber.

Pengolahan data bersandar pada analisis isi induktif (inductive content analysis), yaitu penarikan
tema langsung dari korpus literatur tanpa kerangka kategori yang ditetapkan lebih dahulu (Vears &
Gillam, 2022). Peneliti mengodekan tiap kajian menurut dua hal sekaligus, yaitu arah temuannya serta
kedudukan keadilan dalam model yang diuji, entah sebagai peubah bebas, perantara, maupun penguat.
Pengodean ganda semacam itu membuka jalan bagi pembandingan yang setara antarstudi berancangan
berbeda. Peneliti menyajikan hasilnya berbentuk narasi tematik berikut tabel ringkasan penelitian
terdahulu. Keabsahan temuan bertumpu pada triangulasi sumber, yaitu pembandingan silang
antarliteratur. Morgan (2024) menempatkan strategi tersebut sebagai penguat ketelitian, kredibilitas,
sekaligus keterpercayaan sebuah studi kualitatif. Peneliti juga menakar mutu riset ini menurut empat
kriteria rumusan Ahmed (2024), vyaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, serta
konfirmabilitas. Operasionalisasi keempatnya peneliti rancang sendiri, sesuai watak data tekstual.
Kredibilitas terjaga via konfirmasi silang antarsumber. Transferabilitas terbangun dari pemaparan
konteks tiap studi rujukan. Dependabilitas terjamin oleh jejak audit berupa log penelusuran, catatan
seleksi, serta skema kodifikasi berversi. Konfirmabilitas tumbuh dari keterbukaan jejak penalaran, yaitu
pengungkapan seluruh korpus rujukan berikut pelaporan temuan yang berlawanan dengan dugaan awal
peneliti. Prosedur member checking tidak terterapkan pada rancangan kepustakaan, sebab sumber
datanya berwujud teks terbitan, bukan partisipan. Rangkaian prosedur tersebut mengarahkan
keseluruhan proses riset ini menuju pemahaman menyeluruh tentang keterkaitan keadilan kebijakan

PPh dan kepatuhan pelaku UMKM di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsepsi dan Penerapan Keadilan Kebijakan Pajak Penghasilan atas UMKM

Keadilan kebijakan Pajak Penghasilan bagi UMKM di Indonesia berakar pada perjalanan aturan-
nya, khususnya perpindahan dari PP Nomor 23 Tahun 2018 menuju PP Nomor 55 Tahun 2022. Telaah

hukum atas naskah PP 23/2018 menyimpulkan aturan itu sudah memenuhi empat asas pemungutan,
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yaitu kesamaan, kepastian, kesenangan, berikut efisiensi, terutama sesudah penurunan tarif final dari
1% menjadi 0,5% (Suasa dkk., 2021). Rasa adil yang nyata tetap belum tumbuh, sebab kondisi untung-
rugi wajib pajak tidak terhitung di dalamnya (Dananjoyo, 2026). PP 55/2022 menempuh jalan lebih
maju, karena aturan baru itu memakai prinsip kemampuan membayar (ability to pay) serta menuntut
pertanggungjawaban keuangan negara secara lebih terbuka. Penerapannya tetap tersendat, sebab banyak
pelaku UMKM belum sanggup menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Bukti berbasis
angka memperkuat penalaran itu. Survei atas 450 pelaku UMKM menunjukkan penerapan PP 55/2022,
pemahaman perpajakan, serta pembaruan sistem administrasi secara bersama-sama berpengaruh
terhadap kepatuhan (Atichasari dkk., 2024). Kajian terpisah atas 48 pelaku UMKM di Kota Pekanbaru
menemukan pola sama, yaitu kebijakan PP 55/2022 berikut kepercayaan kepada pemerintah

berpengaruh atas kepatuhan, dengan daya jelas model sebesar 55,1% (Prihastuti dkk., 2023).

Kajian bersudut teori keadilan Rawlsian mempertajam gambaran tersebut. Walaupun kebijakan
pajak UMKM sudah memberi keringanan tarif berikut insentif bagi usaha kecil, ketimpangan akses
digital, literasi pajak, serta kapasitas administrasi tetap menjadi penghambat utama terwujudnya
keadilan fiskal yang nyata (Al Huda & Furqon, 2026). Sintesis kepustakaan lain menegaskan hal serupa
dari sudut berbeda, yaitu penerapan asas keadilan pada sisi distributif, prosedural, dan interaksional
secara kokoh membangun kepercayaan, keabsahan, berikut motivasi sukarela wajib pajak (Nursadiyah
dkk., 2026). Kedua kajian itu bertemu pada satu titik, yaitu keadilan di atas kertas bukan jaminan

keadilan yang terasa di lapangan.

Sisi keadilan pembagian beban juga muncul dari akibat kebijakan atas kelangsungan usaha.
Kajian tentang dampak kebijakan pajak pada pertumbuhan UMKM menemukan penurunan tarif PPh
final menjadi 0,5% serta penyederhanaan administrasi membuka akses insentif sekaligus memudahkan
pelaporan (Muflikha & Furqon, 2024). Sisi buruknya juga muncul, yaitu beban administrasi masih
berat, pemahaman aturan masih minim, serta prosedur belum benar-benar sederhana bagi usaha
berskala mikro. Rancangan pemudahan itu justru melahirkan rasa tidak adil apabila tanpa dukungan
lain, misalnya pemanfaatan insentif, pendidikan dan pendampingan, serta pengawasan yang tegas

sekaligus adil (Muflikha & Furqon, 2024).

Ketiga kelompok kajian tersebut menunjukkan keadilan PPh bagi UMKM di Indonesia
mencakup tiga sisi sekaligus. Sisi pertama adalah keadilan pembagian beban (distributif), yaitu
kesepadanan antara besaran pungutan dan kemampuan ekonomi wajib pajak. Sisi kedua adalah keadilan
tata cara (prosedural), yaitu penilaian wajib pajak atas proses penetapan serta pelaksanaan aturan. Sisi
ketiga adalah keadilan pelaksanaan (implementatif), yaitu kesanggupan lembaga negara berikut pelaku
usaha menjalankan ketentuan di lapangan. Ketiganya saling terkait serta menentukan sejauh mana

kebijakan PPh diterima luas oleh kalangan UMKM. Perpindahan menuju sistem perpajakan adil dan
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terbuka menuntut keterpaduan tiga hal, yaitu aturan berpihak, penguatan kemampuan pelaku usaha,
serta peran aktif negara dalam pemberian perlindungan hukum berikut pendidikan merata (Dananjoyo,

2026).

Sebaran Pengaruh Langsung Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kajian empiris yang tertelaah dalam riset ini menempatkan persepsi keadilan pajak sebagai
peubah bebas, dan hasilnya jauh dari seragam. Empat belas kajian membuktikan pengaruh langsung
yang positif serta signifikan. Studi atas pelaku UMKM di KPP Kebayoran Lama menemukan keadilan
perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan mutu pelayanan tidak terbukti
menjembatani hubungan tersebut (Farida & Irawati, 2023). Pola serupa muncul di Kramatwatu
(Nainggolan & Inayati, 2024), Gunungsitoli (Gunaasih & Zendrato, 2022), Purwakarta (Rizal, 2024),
Bojonegoro (Wulanningrat & Rachmawati, 2023; Yuliani & Setyaningsih, 2020), Kediri (Anwar dkk.,
2024; Rahayu & Suaidah, 2022), Payakumbuh (Viona dkk., 2026), Manado (Soda dkk., 2021), Samosir
(Purba & Simbolon, 2021), Kudus (Puteri dkk., 2024), Makassar Utara (Rosmawati, 2021), serta
Singaraja (Stevanny & Prayudi, 2021). Skalanya pun beragam, mulai 50 responden di Kramatwatu

sampai 400 responden di Kudus, sehingga kesamaan arah tersebut tidak bergantung pada besar sampel.

Lima kajian justru menemukan sebaliknya. Penelitian atas 77 pelaku UMKM di Kecamatan
Tajurhalang, Kabupaten Bogor, menyimpulkan keadilan perpajakan tidak berpengaruh secara parsial,
walaupun pengaruhnya muncul saat diuji bersama pengetahuan berikut ketegasan sanksi (Mu’arif &
Lestari, 2023). Kajian atas 80 pemilik UMKM di Kabupaten Rembang menemukan arah pengaruhnya
positif tetapi tidak signifikan, sementara tingkat pendapatan berikut sanksi justru signifikan (Muniroh,
2023). Penelitian di Yogyakarta menegaskan persepsi keadilan pajak tidak berpengaruh langsung atas
kepatuhan (Wardani & Lestari, 2022). Survei atas pelaku UMKM di DKI Jakarta menemukan keadilan
pajak berikut kepercayaan kepada pemerintah sama-sama tidak berpengaruh, dan hanya kewajiban
moral yang terbukti (Annisa & Suparna Wijaya, 2024). Pengujian di Sidoarjo bahkan mencatat nilai
signifikansi 0,798, jauh di atas ambang penerimaan (Mayrena dkk., 2026). Tabel 1 berikut merangkum
sebaran seluruh temuan tersebut.

Tabel 1. Sebaran Temuan Penelitian Terdahulu tentang Keadilan Pajak dan Kepatuhan Wajib
Pajak UMKM menurut Kedudukan Keadilan dalam Model

No Rujukan Lokasi/Sampel Kedudukan Keadilan Temuan atas Keadilan

1 (Farida & KPP Kebayoran Langsung; mutu Berpengaruh signifikan; mutu

Irawati, 2023) Lama pelayanan sebagai pelayanan tidak menjembatani
pemediasi

2 (Nainggolan  Kramatwatu, Langsung Keadilan serta kesederhanaan
& Inayati, Serang; 50 signifikan; pengetahuan teknis
2024) responden tidak

Website: http://jibema.murisedu.id/index.php/JIBEMA Copyright ©2026, JIBEMA

Licensed under [Xe-Y IR ; Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International
License



https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

3570

JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi

d | E E I'I'IH Volume 4, No. 2, October 2026, p. 3562-3577
No Rujukan Lokasi/Sampel Kedudukan Keadilan Temuan atas Keadilan
3 (Rizal, 2024) Purwakarta (PP Langsung Berpengaruh positif signifikan
23/2018)

4 (Gunaasih & Gunungsitoli; 98 Langsung Asas keadilan, sosialisasi,
Zendrato, responden pemahaman berdampak positif
2022)

5 (Yuliani & Bojonegoro (PP Langsung; kesadaran Berpengaruh (nilai signifikan
Setyaningsih, 23/2018) sebagai pemoderasi 43,2%); kesadaran bukan
2020) pemoderasi

6 (Anwar dkk., Kabupaten Langsung Berpengaruh positif signifikan
2024) Kediri

7 (Vionadkk., Payakumbuh; Langsung Positif signifikan, parsial
2026) 100 responden maupun simultan

8 (Soda dkk., Manado; 70 Langsung Berpengaruh parsial atas
2021) responden kepatuhan

9 (Purba & Samosir; 96 Langsung Asas keadilan berpengaruh
Simbolon, responden parsial
2021)

10 (Puteri dkk.,  Kudus; 400 Langsung Berpengaruh signifikan positif
2024) responden

11 (Rahayu & Kediri (UU HPP) Langsung Positif signifikan; perilaku serta
Suaidah, kemudahan tidak
2022)

12 (Wulanningrat Bojonegoro; 174 Langsung; kesadaran Positif signifikan; kesadaran
& responden sebagai pemediasi memediasi keadilan
Rachmawati,

2023)

13 (Rosmawati, Makassar Utara  Langsung Positif signifikan
2021) (WPOP)

14 (Stevanny &  Singaraja; 376 Langsung (persepsi Berpengaruh positif
Prayudi, 2021) responden atas PP 23/2018)

15 (Mv’arif & Tajurhalang, Langsung Tidak berpengaruh parsial;
Lestari, 2023) Bogor; 77 signifikan hanya saat diuji

responden bersama

16 (Muniroh, Rembang; 80 Langsung Positif tetapi tidak signifikan
2023) responden

17 (Wardani &  Yogyakarta; 96  Langsung; motivasi Tidak berpengaruh langsung;
Lestari, 2022) responden sebagai pemediasi berpengaruh lewat motivasi

18 (Annisa & DKI Jakarta Langsung Tidak berpengaruh; hanya
Suparna kewajiban moral berpengaruh
Wijaya, 2024)

19 (Mayrena Sidoarjo; 99 Langsung Tidak signifikan (nilai 0,798)
dkk., 2026) responden

(WPOP)

20 (Thahir dkk., Surabaya (sektor Pemoderasi Memoderasi pengaruh tarif,

2021) makanan- metode penghitungan, serta
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No Rujukan Lokasi/Sampel Kedudukan Keadilan Temuan atas Keadilan
minuman) modernisasi sistem
21 (Zainudin Nasional; 385 Pemediasi Memediasi kepercayaan kepada
dkk., 2022) responden pemerintah atas kepatuhan
(WPOP)

Sumber: diolah dari berbagai hasil penelitian, 2026.

Kelima kajian penyangkal itu tidak berbeda rancangan dari empat belas kajian pendukungnya.
Keduanya sama-sama memakai kuesioner tertutup, regresi linear berganda ataupun PLS, serta sampel
berukuran puluhan sampai ratusan responden. Perbedaan rancangan karenanya bukan penjelas yang
memadai. Penjelas yang lebih masuk akal justru muncul dari kajian yang menempatkan keadilan bukan

sebagai peubah bebas tunggal.

Jalur Tak Langsung dan Faktor Pemoderasi Hubungan Keadilan dengan Kepatuhan

Empat kajian menguji jalur tak langsung, dan keempatnya menemukan jalur itu terbukti.
Penelitian atas wajib pajak UMKM sektor makanan dan minuman di Surabaya menyimpulkan keadilan
pajak mampu memoderasi pengaruh perubahan tarif, metode penghitungan, berikut modernisasi sistem
pajak terhadap kepatuhan (Thahir dkk., 2021). Temuan itu berarti keadilan bekerja sebagai penguat,

yaitu memperbesar dampak kebijakan lain, bukan mendorong kepatuhan seorang diri.

Tiga kajian sisanya menempatkan keadilan pada rantai perantara. Survei atas 385 wajib pajak
menemukan persepsi keadilan memediasi pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap
kepatuhan (Zainudin dkk., 2022). Penelitian di Yogyakarta, yang tadi menyimpulkan tiada pengaruh
langsung, justru menemukan persepsi keadilan berpengaruh atas kepatuhan lewat motivasi membayar
pajak sebagai peubah antara (Wardani & Lestari, 2022). Kajian atas 174 pelaku UMKM di Bojonegoro
melengkapinya, yaitu kesadaran perpajakan terbukti memediasi keadilan pajak menuju kepatuhan

(Wulanningrat & Rachmawati, 2023).

Perbandingan kedua kelompok itu menyingkap pola yang tegas. Pengujian langsung
menghasilkan empat belas berbanding lima, sedangkan pengujian jalur tak langsung menghasilkan
empat berbanding nol. Keadilan pajak karenanya tetap berperan, hanya saja perannya lebih sering
berjalan lewat perantara ataupun sebagai penguat kebijakan lain. Kajian yang mengabaikan perantara
berpeluang mencatat pengaruh langsung yang lemah, padahal pengaruh sebenarnya mengalir via jalur
yang tidak terukur dalam modelnya. Perbedaan hasil antarstudi bersumber dari kedudukan keadilan

dalam model, bukan dari kerapuhan pengaruh keadilan itu sendiri.

Mutu pelayanan otoritas pajak memperlihatkan pola berperan ganda yang serupa. Kajian di KPP

Kebayoran Lama menempatkannya sebagai pemediasi, dan hasilnya menunjukkan mutu pelayanan
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tidak menjembatani hubungan sanksi maupun keadilan terhadap kepatuhan (Farida & Irawati, 2023).
Kajian di Kota Tangerang menempatkannya sebagai pemoderasi, dan hasilnya mendukung peran
penguat tersebut (Ristiyana dkk., 2024). Kesejajaran kedua pola itu memperkuat simpulan sebelumnya,
yaitu kedudukan sebuah peubah dalam model menentukan terbukti atau tidaknya pengaruh yang diukur.

Selain jalur tak langsung, kajian kepustakaan ini juga menemukan sejumlah faktor penguat
maupun pelemah. Unsur dari dalam diri wajib pajak mencakup kesadaran, sikap, serta kemampuan
menyusun laporan keuangan. Unsur dari luar mencakup digitalisasi layanan, insentif pajak, sosialisasi,
berikut mutu pelayanan otoritas. Hambatan terbesarnya adalah rendahnya kesanggupan memahami
aturan, rasa tidak adil atas sistem berlaku, serta kesulitan pemenuhan kewajiban administrasi yang rumit
(Setyowati & Furqon, 2025). Kebijakan insentif PPh berikut digitalisasi perpajakan terbukti sama-sama
berpengaruh signifikan atas kepatuhan pelaku UMKM di Kabupaten Bandung (Aini & Nurhayati,
2022), sedangkan survei atas 393 pelaku UMKM di Kota Tangerang menegaskan pengaruh serupa pada
skala jauh lebih besar (Ristiyana dkk., 2024).

Kemampuan menyusun laporan keuangan serta kesiapan kelembagaan turut menentukan
keberhasilan kebijakan pajak yang adil. Telaah hukum atas PP 55/2022 menunjukkan aturan tersebut
memang lebih maju, tetapi banyak pelaku UMKM kesulitan menyiapkan laporan sesuai standar
akuntansi. Ketimpangan sosialisasi berikut pendampingan dari negara membuat keadilan pajak yang
nyata masih sulit terwujud merata, terutama di wilayah berakses informasi terbatas (Dananjoyo, 2026).
Strategi pemanfaatan insentif, pendidikan dan pendampingan, serta pengawasan berikut penegakan
hukum yang adil terbukti mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus memperkuat kepatuhan secara
berkelanjutan (Muflikha & Furqon, 2024). Peningkatan kepatuhan karenanya menuntut kerja sama
antara otoritas pajak, asosiasi UMKM, dan pelaku usaha, agar keadilan yang dirancang di atas kertas

benar-benar terwujud dalam praktik sehari-hari.
SIMPULAN

Kajian kepustakaan ini menyimpulkan keadilan kebijakan Pajak Penghasilan berperan sentral
dalam pembentukan kepatuhan pelaku UMKM di Indonesia. Wujudnya mencakup tiga sisi. Pembagian
beban menuntut kesepadanan pungutan atas kemampuan ekonomi wajib pajak, tata cara berkaitan
dengan penilaian atas proses penetapan aturan, sedangkan pelaksanaan bergantung pada kesiapan
lembaga negara berikut kesanggupan pembukuan pelaku usaha. Pengaruh langsung ketiganya ternyata
goyah antarwilayah, yaitu terbukti signifikan pada empat belas kajian tetapi tidak pada lima kajian lain.
Jalur tak langsungnya justru mantap, sebab keempat kajian yang mengujinya seluruhnya menemukan

jalur itu terbukti.
Keadilan pajak karenanya lebih sering bekerja lewat perantara ataupun sebagai penguat kebijakan
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lain, bukan sebagai pendorong tunggal. Motivasi membayar, kesadaran perpajakan, serta kepercayaan
kepada pemerintah menjadi rantai penghantarnya. Tarif, metode penghitungan, dan modernisasi sistem
menjadi kebijakan yang dayanya diperbesar oleh rasa adil. Perbedaan hasil antarstudi bersumber dari
kedudukan keadilan dalam model penelitian, bukan dari kerapuhan pengaruhnya. Mutu pelayanan
otoritas memperlihatkan pola serupa, yaitu penguat hubungan (moderasi), bukan perantara pengaruhnya

(mediasi). Keterkaitan keadilan dan kepatuhan berjalan sebagai jaringan, bukan garis lurus tunggal.

Kajian ini menyumbang tiga hal. Pertama, literatur perpajakan UMKM yang selama ini terpecah
menjadi pengujian sebagian-sebagian kini tersatukan, dengan keadilan sebagai pokok bahasan utama.
Kedua, pertentangan hasil antarstudi yang selama ini dibiarkan menggantung kini terjelaskan lewat
perbedaan kedudukan peubah dalam model. Ketiga, prinsip kemampuan membayar (ability to pay)
berikut teori atribusi bertaut dalam satu kerangka penjelas tunggal, dan sintesis dua puluh satu kajian
menghasilkan peta titik ungkit terkuat, yaitu kemampuan menyusun laporan keuangan, digitalisasi
layanan, serta kesepadanan tarif. Implikasi teoretisnya, keadilan pelaksanaan pantas berdiri sejajar
dengan dua sisi lainnya, dan pengujian keadilan sebaiknya menyertakan peubah antara. Implikasi
praktisnya, penguatan rasa adil perlu berjalan bersama penumbuhan motivasi, kesadaran, berikut

kepercayaan wajib pajak, sebab tanpa rantai itu kebijakan yang adil berhenti di atas kertas.

Peneliti mengajukan empat arah bagi riset selanjutnya, yaitu penelaahan ketiga sisi keadilan
dalam satu model serentak, pengujian ulang kedudukan keadilan sebagai peubah bebas, perantara,
berikut penguat pada satu model yang sama, wawancara mendalam atas pelaku usaha berskala mikro
agar pengalaman ketidakadilan mereka terungkap langsung, serta perluasan cakupan sampai ke wilayah

timur Indonesia.

Riset ini bersandar sepenuhnya pada data sekunder, sehingga simpulannya berupa sintesis atas
temuan pihak lain, bukan bukti primer. Prosedur member checking tidak terterapkan, sebab sumber
datanya berwujud teks terbitan. Telaah sejawat atas pengodean juga belum terlaksana, sehingga
penafsiran tema bersandar pada satu penilai tunggal. Pembatasan penerbitan tujuh tahun terakhir
menyingkirkan kajian klasik yang tetap relevan, sementara lokasi literatur terpilih seluruhnya berada di
kawasan barat Indonesia. Tiga kajian rujukan berpopulasi wajib pajak orang pribadi umum, sehingga
keberlakuannya atas pelaku UMKM menuntut kehati-hatian. Perbedaan definisi operasional antarstudi

juga menyulitkan pembandingan angka, sehingga telaah terhenti pada arah pengaruh.
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